
Abtrack 

Dewasa ini hukum menjadi sorotan tajam oleh semua golongan masyarakat. Dari yang 

tidak faham hukum sampai dengan orang elit hukum. Bagaimana tidak, hukum di 

Indonesia seakan dijadikan peluang bisnis bagi para Penegak Hukum tak terkecuali oleh 

Mahkamah Agung yang dipandang sebagai sosok yang menjunjung tinggi keadilan. 

Kasus Akil Muchtar yang telah terbukti menerima suap dari Bupati Banten dan beberapa 

Bupati lain untuk memenangkan mereka sebagai pimpinan adalah salah satu bukti bahwa 

hukum di negara tercinta Republik Indonesia perlu di kaji ulang mengenai penerapan 

serta penegakan hukumnya.Lain itu kasus yang sangat kontroversial datang dari Putusan 

Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung yang menghukum Sudjiono Timan dengan hukuman penjara selama 

15 tahun dan denda Rp.50 juta rupiah serta pidana tambahan berupa uang pengganti 

sebesar Rp.369 miliar dengan kualifikasi perbuatan: secara bersama-sama melakukan 

perbuatan korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.2 triliun. Sudjiono 

Timan pada waktu itu tidak ditahan dan ketika Jaksa hendak melakukan eksekusi, ia 

melarikan diri, padahal ia sudah dicekal dan pasportnya sudah ditarik.Pertimbangan 

hukum Majelis PK Mahkamah Agung, dengan anggota Suhadi, Andi Samsan Nganro, 

Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya, menguatkan kualifikasi 

perbuatan Sudjiono Timan sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil ( perdata), 

bukan pidana (perbuatan hukum secara formil), yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah 

Konstitusi tanggal 25 Juli 2006. Pertimbangan lainnya adalah kerugian negara belum bisa 

dikalkulasi artinya belum pasti. Dari sinilah penulis merasa tergerak untuk meneliti 

apakah Hukum di Indonesia sudah terbukti memberikan rasa keadilan di dalam 

masyarakat serta apa penyebab lahirnya putusan yang tidak sama antar satu hakim 

dengan hakim lainnya yang disebut dengan Disparitas. Penjatuhan pidana merupakan 

permasalahan sentral dalam teori hukum pidana, karena sistem hukum pidana itu berbeda 

dengan sistem-sistem sosial yang lain, sistem hukum pidana tidak memberikan 

kesejahteraan pada masyarakat bahkan sebaliknya sistem hukum pidana memberikan 

ketidak sejahteraan pada masyarakat. Oleh karena itu harus ada kebijakan-kebijakan yang 

tegas dari Pemerintah dan DPR untuk membuat Undang-Undang yang benar-benar 

memberikan rasa keadilan serta sanksi yang berat bagi para Koruptor agar jera. Dan perlu 

dibuat tata cara serta batasan-batasan bagi Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada 

terdakwa. 
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